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ABSTRAK 

lMPLEMENTASl lNSTRUKSl PRESIDEN NO 2 TAHUN 2014 TENTANG 

AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPST 
DlPEMERINTAH PROVINS! SlThfA TERA lJTARA 

NAMA 

NPM 

PROGRAM 

PEMBIMBlNG I 

PEMBIMBINGII 

: NURHA YATI HARAHAP 

: 131801051 

: MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK 

: PROF. DR R. HAlv1DANI HARAHAP, M. SI. 

: ISNAINI, SH., M. HUM. 

Penelitian ini dilatarbelakangi masalah korupsi ang terjadi di Indonesia dan 

sudah hegitu ban_yak para korupto..r yang dihukwn s_erta kasusnya disebar di media 

massa"' namun- orang yang melakukan korupsi terns saja bertambah . Beberapa 

tahun terakhir ini di l-ingkungan Pemprovsu be gitu banyak para aparat yang 

terjebak kasus korupsi baftkan sudah ada yang dikenakan hukuman. Hal ini 

menarik perhatian peneliti untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Instruksi 

Presiden Nomor 2 Tah;_in 2014 tentang Aksi Pencegahan clan Pemberantasan 

Korupsi diterapkan di Pemprovsu. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

dilakukan oleh peneliti dengan mengamati langsung, wawancara dan dokumentasi 

dengan metode penelitian kualitatif Adapun hasil penelitian yang diperoleh 

bahwa;;anya pelaksanaan Aks:-PPK 2014 di Pernprovsu rnasih bersifat 
administrasi yaitu hanya mengirim data Aksi via email. Terdapat masih ada 

kesenjangan antara hasil Aksi-PPK secara administratif dengan yang ada 

dilapangan. Sehingga penehti menarik kesimpulan dan saran bahwa secara 

administratif, 1ruplementa:s:i: lnpres Nomor 2 Tahun 2014 berjala:n baik, namurr 
dalam prakteknya masih hams dilakukan perubahan po-la fikir dan perilaku� 
Gaung pelaksanaan Aksi-PPK harus diketahui oleh seiuruh birokrat di Pemprovsu. 
Harns ada reward clan punishment dalam pelaksanaan A:ksi-PPK taht1n :f-015. 
Adanya komitmen hersama untuk menghilangkan hudaya setoran dalam 

melaksanakan tugas 9:an kewajihan sebagai hirokrat. 

Kata kunci : Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, clan Pemprovsu. 
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ABSTRACT 

THE IMPLEMENTATION OF THE INTRUCTION FROM THE PRESIDENT OF 

THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 2 IN 2014 IS ABOUT 

THE ACTION TO PREVENT AND FIGHT AGAINTS 

THE CORRUPTION IN THE GOVERNMENT 

OF NORTH SUMATERA PROVINCE 

NAME :NURHAYATIHARAHAP-

NPM : 131801051 

PROGRAM : MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 

SUPERVISOR : PROF. DR. R. HAMDANI HARAHAP, M. SL 

CO SUPERVISOR : ISNAINI, SH., M. HUM 

vii 

The background of this research the problem of corruption in Indonesia and has so many of the 
criminals are convicted and the case was disseminated in the media, but continues to grow 
people who commit com1ption. The environment Pemprovsu the last few years so many officials 
who exposed corruption cases there's even punished_ And this attracted the attention of 
researchers to determine the Implementation of the instruction from Presidential of the Republic_ 
oflndonesia number 2 in 2014 is about the Action to prevent and fight against the corruption in 
the government of North Sumatera Province.Collecting data in this study conducted by 
researchers with direct observation, interviews and documentation of the qualitative research 
methods. The research results were obtained that the implementation of the Action PAC 2014 
Government in North Sumatera still administrative action that is only send data via email. And 
still ·there is a gap between the results of administrative action by the PAC in the field. 
So the researchers draw conclusions and suggestions that the administrative, the implementation 
of the Instruction from the President number 2 in 2014 went well, but in practice remains to be 
done changing patterns of thought and behavior. Echoes of the implementation of the Action 
PAC should be known by all the bureaucrats in Government in North Sumatera. There should be 
a reward and punishment in the implementation of the Action PAC in 2015. The existence of a 
shared commitment to eliminate the culture of the deposit in carrying out its duties and 
obligations as a bureaucrat. 

Key words: the action to prevent and fight againts the com1ption; and the government of North 

Sumatera Province 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

1 

Pada 10 (sepuluh) tahun terakhir ini telinga kita sering sekali mendengar 

kata korupsi, baik dari media elektronik maupun sekedar mendengar percakapan 

orang diberbagai tempat atau lokasi. H;:iJ ini karena belakangan aparat penegak 

hukum baik Polri, Kejaksaan, khususnya KPK sangat intens meinberantas orang-

orang yang dicurigai atau tersangkut dengan masalah korupsi. Korupsi memang 

perbuatan yang sangat merugikan baik negara, bangsa maupun masyarakat. 

Maraknya korupsi dan kolusi di Indonesia menyebabkan buruknya kondisi 

infrastruktur. Selanjutnya kondisi infrastruktur yang buruk menyebabkan 

tingginya berbagai biaya di Indonesia. 

Hal ini dikemukakan pengamat ekonomi Mari Pangestu dan kepala 

perwakilan Bank Dunia Jakarta Andrew Steer, menjawab peserta diskusi "CNBC 

Strategic Forum-Indonesia 2004 : Blueprint For Growth and Jnvesment", Kamis 

(10/6) di Jakarta. Seusai acara, kepada pers Mari menjelaskan bahwa: 
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" ... Dengan pertumbuhan ekonomi 3-4%, saat rasio investasi terhadap Produk 

Domestik Bruto (PBD) mencapai 19%. Untuk mencapai pertumbuhan 4-5 % 

diperlukan ratio investasi terhadap PDB 22-23 %. Dan untuk mencapai 

pertumbuhan ekonomi 7% (kembali ke kondisi ideal Indonesia sebelum 

terjadi krisis) diperlukan ratio investasi terhadap PDB sekitar 26%. (Kompas, 

Jumat, 11 Juni 2004)". 

Hal senada juga dikemukakan oleh Karlina Helmanita (2011) : 

" ... Korupsi tidak diragukan menyebabkan lumpuhnya keuangan atau 

ekonomi suatu negara. Konsekuensinya, hutang kepada pihak luar negeri baik 

dari sektor pemerintah maupun sektor swasta semakin menumpuk. Di 

Indonesia, hutang swasta diambil ahli oleh pemerintah sebagai kewajibanya. 

Lantas siapa yang akan membayar hutang-hutang tersebut? Tentu saja 

rakyatlah yang akan membayarnya Berdasarkan laporan Bank Dunia, 

Indonesia dikategorikan sebagai negaia yang hutangnya terparah, 

berpenghasilan rendah (severely indebted low income country), dan termasuk 

dalam katagori negara negara termiskin di dunia seperti Mali dan Ethiopia". 

Perilaku korupsi yang terjadi di masyarakat Indonesia khususnya yang 

dilakukan para pemangku jabatan sudah melampaui batas. Bagai virus yang 

menyebar tanpa ada obat yang mampu menghentikan penyebarannya, sehingga 

terkesan tidak merruliki ra3a malu lagi. H�'U111an penjara tidak mampu 

mengurangi rasa ingin orang untuk melakukan korupsi, bahkan menyebarluaskan 

photo dan beritanya diberbagai massmedia, baik elektronik maupun media cetak 

tetap saja jumlah orang untuk korupsi tidak berkurang. Padahal bila kita cermati 

para pelaku korupsi bukanlah orang yang kekurangan harta benda ataupun yang 

memiliki pendapatan yang standart, tapi adalah para pemangku jabatan yang 
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RAN-PK 

RAN-PPK 

PPID 

RKA 

RKP 

APBD 

LAMPIRAN ISTILAH - ISTILAH 

Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 

.Unit.Kerja_fusidenbidang_F_engaw�an._dan.P_engendalian 

-Fembangunan 

-Satuan-K.erja-Perangkat-Daerah 

·Komisi Pemberantasan·Kornpsi 

Bantuan-Sosia1 

Tindak Pidana Korupsi 

Pidana Khusus 

Rcncana Aks:i. Nasional Pemberantasan Kornpsi 

Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pernberantasan 

Korupsi 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

Rencana Kerja dan Anggaran 

Rencana Kerja Pernerintah 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

. 
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PTSP Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

RPJPD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

RENSTRA Rencana Strategi 

TI Transparansi Internasional 

SOP Standard Operat-ing Pr-eceaur-e 

SEKDAPROVSU Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara 

DIP Daftar Inf ormasi Pub lilc 

STRANASPPK Strategi Nasional Pencegaban dan Pemberantasan Korupsi 

BPPT Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 

DPA-SKPD Dokumen Pelaksailaan Anggaran Satuan Perangkat Kerja 

Dc;.erah 

LRA PPKD Laporan Realisasi Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan 

Dae rah 

RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

LKPD Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 

RPD Rencana Pembangunan Daerah 
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